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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, 

sehingga penulis memaparkan kesimpulan, yaitu akibat hukum penerapan asas 

rechterlijk pardon di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 

yaitu dapat sebagai solusi atas terobosan sistem pemidanaan di Indonesia yang 

telah mengalami transformasi, yang kemudian dapat mengurangi 

overcrowding pada lapas. Pemaafan hakim dalam bentuk putusan hakim, 

ketika diterapkan untuk para terdakwa dengan telah memenuhi syarat-syarat 

tertentu ketentuan diterapkannya rechterlijk pardon dan tidak harus 

menjalankan masa pemidanaan di lapas melainkan hanya cukup dikatakan 

dalam putusan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana tertentu, namun tidak divonis pidana dalam bentuk apapun 

melainkan hakim hanya memaafkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. 

Berkenaan dengan asas rechterlijk pardon belum diatur dalam KUHP lama, 

maka apabila terdapat kasus-kasus sensitive dan terdapat tuntutan rasa keadilan 

dari masyarakat serta memenuhi syarat adanya asas rechterlijk pardon untuk 

saat ini, maka hakim yang sekarang sedang memeriksa dan memutus perkara 

tersebut, dapat menjadikan asas rechterlijk pardon sebagai suatu doktrin. 

Sebab doktrin merupakan salah satu sumber hukum yang nantinya dijadikan 

dasar untuk menjatuhkan putusan pemaafan.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran 

yaitu DPR RI dan Presiden RI perlu mempertegas syarat-syarat yang telah 

diatur dalam KUHP 2023 pada RKUHAP seperti memberikan penjelasan 

umum tentang syarat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku dan keadaan 

pada waktu dilakukan tindak pidana, agar tidak terjadi pasal “karet” atau 

menjadi multitafsir di antara para Hakim pada saat menjatuhkan putusan 

pemaafan kepada terdakwa. 
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